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I.   UMUM 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja           

(Undang-Undang Cipta Kerja) diundangkan dalam rangka mendukung cipta 

kerja yang memerlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang 

berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi 

dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, 

dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan 

perlindungan kesejahteraan pekerja. 

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan 

berusaha, Undang-Undang Cipta Kerja telah memperbarui beberapa 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk memperkuat peran dan 

komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja 

antara lain diaturnya kewajiban gubernur/bupati/wali kota untuk 

memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang 

dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola 

oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah 
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untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai 

dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah 

Pusat.  

Guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Perizinan Berusaha di 

daerah, Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan kewenangan 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pelaksanaan Perizinan 

Berusaha di daerah, Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha, 

pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pembinaan dan 

pengawasan serta pendanaan. Di samping itu, untuk mengefektifkan 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai semangat Undang-

Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas ketentuan 

pemberian sanksi administratif kepada gubernur/bupati/wali kota yang 

tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha atau tidak menggunakan 

Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

           Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, DPMPTSP provinsi dan 

DPMPTSP kabupaten/kota dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan 

fungsi Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, tidak merumpun 

atau dirumpunkan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah lainnya, dengan tujuan untuk mengoptimalisasikan 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. DPMPTSP di seluruh 

daerah diharapkan mampu menyelenggarakan manajemen Perizinan 

Berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan 

akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang pada 

gilirannya memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem 

investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja 

pelayanan Perizinan Berusaha di daerah sesuai dengan tujuan dan maksud 

diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 
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Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Pusat 

dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha sesuai dengan 

Undang-Undang Cipta Kerja. 

 

Pasal 5 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan 

Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Dalam rangka optimalisasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di 

Daerah, DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota 

menyelenggarakan tugas dan fungsi Urusan Pemerintahan di bidang 

penanaman modal, tidak merumpun atau dirumpunkan dengan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 
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Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Jenis retribusi Perizinan Berusaha tertentu meliputi: 

a. retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; 

b. retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 

c. retribusi Izin Trayek; dan 

d. retribusi Izin Usaha Perikanan. 

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” 

adalah peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah 

dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan 

berusaha dan layanan daerah. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 
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Pasal 18 

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Huruf a 

Kantor depan paling sedikit terdiri atas loket penerimaan, 

loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat 

layanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, 

dan ruang layanan konsultasi. 

 Huruf b 

Kantor belakang paling sedikit terdiri atas ruang rapat 

dan ruang pemrosesan. 

 Huruf c 

Ruang pendukung paling sedikit terdiri atas ruang 

tunggu, ruang laktasi, ruang penyandang disabilitas dan 

manula, ruang arsip dan perpustakaan, tempat ibadah, 

tempat parkir, dan toilet. 

Huruf d 

Alat/fasilitas pendukung paling sedikit terdiri atas 

seragam pelayanan, formulir, telepon, mesin faksimili, 

perangkat komputer, printer, alat pemindai (scanner), 

mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak 

pengaduan, mesin fotokopi, kamera pengawas, koneksi 

internet, laman/situs web, surat elektronik, alat penyedia 

daya listrik atau uninterruptible power supply, alat 
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pemadam kebakaran, pendingin ruangan, televisi, brosur, 

banner, dan petunjuk arah lokasi. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

Yang dimaksud dengan “tambahan penghasilan pegawai kepada 

aparatur sipil negara” adalah tambahan penghasilan pegawai 

berdasarkan beban kerja dan target investasi yang diberikan kepada 

aparatur sipil negara yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan 

tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan 

keuangan daerah. 

 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Ayat (1) 

Hubungan kerja DPMPTSP provinsi dengan perangkat daerah 

provinsi dan hubungan kerja DPMPTSP kabupaten/kota 

dengan perangkat daerah kabupaten/kota yang dilakukan 

secara fungsional dan koordinatif adalah sinergitas hubungan 

kerja antara DPMPTSP dan perangkat daerah lainnya sesuai 

dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing 

untuk saling mendukung dan melengkapi dalam rangka 
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percepatan dan optimalisasi Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha di Daerah untuk mewujudkan kepuasan masyarakat. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Ayat (1) 

Hubungan kerja DPMPTSP provinsi dengan DPMPTSP 

kabupaten/kota yang dilakukan secara fungsional dan 

koordinatif adalah sinergitas hubungan kerja antara DPMPTSP 

provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan 

kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing untuk saling 

mendukung dan melengkapi dalam rangka percepatan dan 

optimalisasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 

untuk mewujudkan kepuasan masyarakat. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” 

adalah peraturan perundang-undangan mengenai 

penyelenggaraan penataan ruang. 

 

Pasal 33 

Cukup jelas. 
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Pasal 34 

Cukup jelas. 

 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

 




